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KATA PENGANTAR 

Salah satu kewajiban Badan Publik yang harus dilaksanakan 

setidaknya satu kali dalam satu tahun berdasarkan Peraturan Komisi 

Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 

4 point i dan Pasal 36 yakni membuat Laporan Layanan Informasi Publik 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan ang9garan 

berakhir. 

Meskipun laporan ini belum sempurna, semoga laporan ini dapat 

memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, dan kami menerima 

saran-saran perbaikan guna tersusunnya laporan yang lebih baik di masa 

yang akan datang. 

Majalengka, Februari 2021 
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Disadari atau tidak, saat ini, informasi telah menjadi kebutuhan pokok 
bagi setiap orang untuk melakukan pengembangan pribadi dan 

lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan 
suatu bangsa. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi 
manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri 
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 
untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. 
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Ttahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan 
momentum penting dalam mendorong keterbukaan di lIndonesia, 
khususnya di Kabupaten Majalengka. Undang-Undang ini telah 
memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk 
memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai 
kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi 

publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. 
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Komunikasi dan Informatika 
menindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2010 tentang Organisasi 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang salah satu isinya 
menjelaskan mengenai salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) yakni menyediakan akses informasi publik 
bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, Pemerintah 
Kabupaten Majalengka telah menetapkan Pedoman Pengelolaan 
Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Majalengka. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan implementasi 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang 
berkualitas secara nyata terpenuhi. 
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